FENINGEATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN

SALINAN

S

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

FEREATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR FROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk

bagi  sedap penduduk  melalu penerbitan  dokumen
kependudukan secara cepat dan tepat serta dalam rangka
mewwjudkan akurasi data penduduk, perlu dilakukan
peningkatan kualitas layanan administ-asi kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksiud
dalam hurul g, perlc menetapkan Peraturan Crubernur
lentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi

Kependudulan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013;

<. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ihukota Jakarta

sebapai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan

Publik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

h

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
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Perasuran Presiden Nomor Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil:

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Lentang
Penerapan Fariu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara  Nasiona, sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2013;

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015
rentang Taza Cara Perubahan Elemen Data Penduduk
Dalam Karty Tanda Penduduk Elelktronik;

Peraturan Menler Dalam Negeei Nomor 76 Tahun 2015
wentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegjabat  pada
Uit Kerja yang Menangan! Urasan  Administrasi
Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/ koa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anaig;

CPeraturan Menleri Dalam Negeri Nomor @ Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Herbasis MNomor Induk kependudukan Sccara Nasional
schagaimana lelah beberapa kall diubgh terakhir dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9@ Tahun 2016

lentang Percepatan Penimpkatan Cagupan Kepemihkan Akta
Kelahiratn;

CPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tabun 2018

tentang Paningkatan Kuoalitas  Layvanan  Administrasi
Kependudu=an;

Peraturan Daerah MNomor 2 Tahun 2011 tentang

Pendaftarar Penduduk dan Pencaltatan Sipil;

CPeraluran Gubernur Nomor 2683 Tahun 20106 mntang

Organisas: dan Tata Kerja Dinas HKependudukan dan
Penecatatan Sipl;

Peraturan Gubernur Nomor 300 Tabun 2016 tentang
Pembentukan {rganisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola
Teknologt Informasi Kependudukan:

cPeraturan  Gubernur Nomoer 300 Tahun 2016 lentuang

Pembentukan Orpganisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola
Dolcomen Administras: Kependudulan;

-Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang

Petunpuk Pelaksanaan Pelavanan Terpadua Bata Pinia:



Menetapkan :

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN GUBERNLUR TENTAN(G PENINGKATAN KUALITAS
LAYANAN ADMINISTRAS]I KEPENDUDUKAN.

BAR 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan !

1:

P

£n

=

Daerah adalah Daerak Provins: Khusus Thulkota Jalkarta.

Gubernur adalah Keépala Daerab Proving: Daerah Khusus
Iakota Jakarta,

Wahkolo adalabh Walikota Kota Adoumstirasi Provins Dasrah
Ehusus Thukota Jakarta,

Bupati adalah Bupati kabupaten Admimistrasi Kepulauan
Seribu Provinst Daerabh Khusus lbukota Jakarta.

Dings adalah Dinas Kependudukan dun Pencatatan  Sipil
Provins: Dacral Khuscs [hukota Jakarta,

Suku  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi/ Kabupaten Administrasi vang  selanjutnoya
disebur Suku Dinas adalah Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
dl Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta.

Kepala Suku Dirias adalah Kepala Suku Dinas Kependudukan
dian Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Administrasi.

Sekror Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kecamatan
adalah Sektor kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
Kota/ kabupaten Administrasi.

Unit Layanan Kecamatan adalah Unit Layanan Dokumen
Kependudukan pada Sektor Kecamalan.

Unit Layvanan Kelurahan adalah Unit Layvanan Dokumen

Kependudukan pada Relurahan.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah peiabat pada Dinas yang

melakukan pencataten peristiwa penting vang  dialami
seseurang  yang  pengangkatannya  ditetapkan dengan
Kepunisan (rubernmr.

CAdministrasi Kependudukan adalah rangkatan kegiatan

penataan dan ponertican dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalul pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolasn inlormasi administrasi kependudukan
serla pendavapunasn hasilnya untuk selayanan publik dan
pembaneunsn scktor lan
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Penduduk adalah warea negara Indonesia dan orang asing
yvang berlempal Gnpgal of Indenesia,

Dokument Eeperolodoikan adaloh dolkumen resmi van
i 4

diterbitkan  alehh instonsi pelaksana  yang  mempunya
kekuatan nukum  scbaga alal buklb adlentk  yang
dibasilkan  dari pelavanan pendaftaran  penduduk dan
pencatatan sipil,

 Kartu Kehiarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu

identitas  keluarga veng memuat data  tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta dentitas
anggota keluarga.

Nomor Induk Eependudukan yang selanjutnya disinglkat
NTK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat untk
atan khas, tunggal dan melekat pada sescorang yang
terdaftar schaga penduduk Indonesia,

Kartu Tanda Penduduk Elekiranik vang selanjutnva disebut

KTP-¢] adalah Karfu Tanda Penduduk berbasis nomaor induk
kependudukan secara nasional yvang memiliki spesifiliast
dan tormat Kartu Tanca Penduduk Nasional dengan sistem
pengamanan khusus vang berlaku scbhapam wdentitas resmi
yang diterbitkan oleh Dinas atau Suloa Dinas Kependudulkan
dan Pencatatan Sipil.

Sisterm  Informas: Administrasi Kependudukan  vang
selanjuinye disingkat SIAK adalah sistem informasi vang
memanfaatkan teknologl informasi dan komunilkasi unfuk
memtasilitasi pengelolaas informasi administrast kependudukan
di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebaga:
sabu kesatuan,

Pelayvanan Pengurusan Akta kelahiran Secara Online adalah

proses  pengurusan akta  kKelahiran  vang  pengiriman
dara/berkas persyaratannya  dilakukan  dengan  media
clektromik  vang berbasis  web  dengan memanfaatkan
fasilltas telknalogl komunikasi dan intormasi.

Tanda Tangan Secara Flekironik adalah tanda  fangan
Pejabat Pencatatan S5ipill vang dilalkkuksn sccara lanegsung
dan melalul proses pemindaian,

cKartu ldentitas Anak vang selanjulnya disingkual KIA adalah

iddentitas resmi anak sebagai buktl difi anak yang bermisia
kurang dari 17 talwn dan belum menikah yang diterbitkan
oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil,

Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA  bara, atau
pengoantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah
datang, msak alay hilang.
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gAaB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Gubernur ind dimaksudkan sebagal  pedoman/ petunjuk
pelaksanaan dalam melaksanakan layanan Administrasi Kependudukan
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan uniuk meningkatkan kinerja

pelayanan pada Dinas, Suku Dinas, Unil Layanan Kecamatan dan Unit
Layanan kelurahan.

BAG 111
RUTANC TOIMGRTIIP
Fasal 4

Ruang linglup pelaksanaan peninekatan kualitas lavanan Administrasi
Kependudulean mehputi ¢

a. peningkatan dan percepatan penyelesaian layanan;

b lasililas sarand penunjang;

c. penelapan Pejabat Penanda Tangan Dokumen Kependudukan;
d, pemuatakhiran data penduduk; dan

e, pemanlastan data pendudulc

BAB IV
PENINGEATAN DAN PERCEPATAN PENYELESATAN LAYANAN
Bagian Kesatu
Jemis Dokumen Kependudukan
Pasal 5

(1) Peninglkatan kualitas pelavansan pada jenis Dolumen Kependudukan
paling sedikit :

a. KK;
. KTP-el:
. Akla Kelahiran;

d. Akra Perkawinan:
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¢, Akla Kematian,

f. Alkta Perceraian;

g KA

li. surdl kelerangan pindah;

i. sural keterangan pindal datang; dan
J. surat Keterangan lempat Hnggal.

Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24
[dua pulub empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh
petugas  pelavanan pada Dinas, Suku Dinas, Unil Lavanan
Kecamatan dan Unit Lavanan Eelurahan.

Datas waklu penvelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan apabila terjadi gangenan jaringan komunikasi data
dan/atan sarana  prasarana yvang  berhubungan  dengan
penyvelesaian Doloomen Kependudukan,

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada avar (2) sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tempat dan Bentuk Pelayanan

Pasal &

Peningkatan  kualitas  layanan Administrasi  Kependudukan
dilakukan di [Mnas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan dan
Unit Layanan Kelurahan,

Peningkatan  kualitas  lavanan Adminisirasi - Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada avat (1] selain meladui  tempat
selayanan yang  tersedia  dapat  dilakukan melalui  layanan
terintegrasi dandalan pelayanan langsung kepada masyarakat
serta layanan online.

Layanan  terintegrasi  sebagadmana dimaksud pada ayat  (2)
dilakukan dalam bentulk paket layanan paling secdikit -

i, Akta Kelahiran, KE dan KIA;
. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status ceral mati;

¢ Akta Perkawinan, KK dan KTF-el dengan perubahan stams
perkawinan; dan

d. Akta Perceraian, HK dan ETP-el dengan perubahan status
perkawinan.
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(4] Penimgkatan kuvalilas lavanan terintegrasl sebagaimana dimaksud
pada  ayat (3] dilakukan melalul SIAK  yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi lavanan
Administrasi Kependudukan vang dikelola vleh Unil Pengelola
Teknolog@ Informasi Kependudukan.

Pasal 7

Penduduk vang belum dan/atau yvang sudah mengajukan permohonan
dan belum mendapalkan layansn Dokumen Kependudukan untuk
segera melapor kepada Dinas, Suku Dinas, Unit Layanan Kecamatan
dan Unil Lavanan Kelurahan, secara langsung dan/atau melalui
nemor lelepon pengaduan {czll cepter] pada unil lavanan atau call
center selempal.,

Bagian Ketlga
Peningkatan Kualitas Layanan KR dan KT e
Pasal 3

(1) Elemen-clemen KK melipati nomor KK, pama lengkap kepala
Eeluarga. alamal, anggota keluarga. NIK, jenis Kelamin, lempat
lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan. golongan darah,
status perkawinan, tanggz]l perkawinan, status hubungan dalam
keluarga dokumen keimigrasian dan nama orang tua harus diisi
dengan lengkap berdasarkan  dokomen  pendukung sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(£} Penduduk wvang wlah memiliki KK tetapl belumn  melakukan
pemutakhiran KK wajib melakukan penutakhiran elemen-clemen
K di Unit Layanan Keluratias.

(3] KK diterbitkan  dan  ditandatangani  oleh Kepala  Sekior
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamalan atas nama Kepala
atitku Dinas.

Fasal 9

1) Bagl Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk atau
telah mentkal tetapl belum melakokan perekaman, wajib segera
melakukan perelaman di Unil layanan Kelurahan.

(£} Penduduk yang elah melakukan  peréekamean  telapi belum
menerima KTP-el dapal sedera melapor ke Dinas, Suku Dinas, Unil
Layanan Kecamatan dan Unil Layanan Kelurahan secara langsuny
dan/atac melalul nomor telepon pengaduan (call center).

[3] Penclapan nomor felepon  pengaduan  schagaimana  dimaksud
dalam Pasal 7 dan pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas,

Fasal 1170

(1) Biias, Sukua [Mnas, Unlt Lavanan Kecamatan dan Unit Lavanan
Relurahan segera menerbitkan  KTP-el  Penduduk  yvang  telah
melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya sudah
stap cetak (print ready record) dan  mendistribusikan kepada
Penduduk.
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Dalam hal hasid percliaman KIP-el Penduduk tidak bisa tercelalk,
petugas Unit Layanan Kelirahan agar segera memberitabukan
kepada yang bersanglutan undulk datang ke Suku Dinas guna
memiberikan kKlarilikast,

Dinas mendiventarisic dala hasil perekaman KTP-el yang tidak bisa
diproses berdasarkan laporan dan hasil klarifikasi di tingkat Suku
Dinas untuk ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

Bagian Keempat
Feningkatan Koalitas Layanan Akta Pencatatan Sipil

Tasal 11

Penduduk  berhak mendapat perlindungan dan  pengakuan
lerhadap penentuan status pribadi dan status hukum  seliap
perstiwa penting vang dialami olel Penduduk antara lain peristiva
kelahiran, peristiwa perkawinan, peristiwa perceraian, peristiva
kematian untuk mendapatkan  dokumen akia-akila prncalatan
sipil.

Permolionan  layanan  penerbitan akia pencatatan sipll  dapat
dilakukan stcara manual mnelalui lokel layanan alan online.

Pelayanan secara manual -sebagaimana dimaksud pada avat (2)
untuk lavanan dkla kemalion dan akta perkawinan,

Akta pencatatan sipil ditundatangani oleh Pejabat Penecatatan Sipil.
Baglan Belitha
Peningkatan Rualitas Layanan KIA
Pasal 12

Penerbitan KIA bagi anak baru lahir atau yang bLelum memiliki
akta kelaluran diterbitkan bersamaan dengan  penerbitan akta
Eelahiran,

Permohonan layanan KIA bagi Penduduk yang belum memiliki akta
kelahiran dapal dilukukan secara manual di loket layanan Suku
Dinas, Unit Layanan Becamalan dan Unit Layanan Kelurahan
maupun pelayanan langsung kepada masyarakatl dan secara online.

H:Jgian Keennm
Lokel Lavanan
Pasal 13

Pinas dan Suku Dinas sclain dapat membulka pelavanan pada Mall
Pelayanan Publik, Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD} atau
Rumah Sakit Pusal dan Swasla dan instansi pelayanan publik
harus  melakukan  pelayanan  langsung  Kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terhadap Pendudulk
vang memiliki kendala paling sedikit :
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a2, akdesibililas:
Bl salol;
¢.  herada di dedam panb-gosia] dan lembaga prmasysrakatan; dan

e lerkendals  untuk  hads ke tempat  layanan Administrasi
Kependudukan,

Dalam hal warga yang  mengalamil  rentan o Administras:
Kependudukan sebagaimana pada ayat (1) hurual a, hural B dan
hwrul d pihak keloarega/warga dapat melaporkan ke Unit Layanan
Kelurahan,

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Arsip Dolumen Lavanan Administrasi Kependudulkan
Pagal 14

Permchonan  layanan Dokumen  Kependudukan sebagaimana
dimaksud Pasal § ayvat (1) haras melampirkan persyvaratan OGsik
dan dilakukan digitalisasi dalam bentuk arsip digital dan dapat
dilakukan alih media meliputi media slekironik dan/atau media
lain,

Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alar bukt
vang sah sesual Ketenluan peraturan perundang-undangan.

Penyusutan arsip deolumen persvaratan Osik hasil pelavanan
scbagaimang ayal (1) antule efisiensi disimpan paling lama &
bulan.

Pengelolaan  arsip [sik dan  arsip digital hasil pelavanan
Admimistrast kependudukan dikelola aleh Unit Pengelola Dokumen
Administrasi Kependudukan,

BAB V
FASILITAS SARANA PENUMNJANG

Pazsal 15

Dinas dan Suky Dinas menvediakan lasilitas untuk menmgkatkan
kualitas layanan Admimstras: Kependudulkan,

Fasilitas peningkatan lualitas pelavanan Administrasi Kependudukan
meliputi :

A, penyvediaan petugas pelayvanan untuk menerima, meneliti,
memproses, menerbitkan, mendistribusikan Dokumen Kependudulan
hiasil pelavanan pada setiap Unit Layanan Kelurahan, Unit
Layanan Kecamatan dan Sulom Dinas;

b. penyedigan lenaga ahii reknolog] informasi (pranata komputer);
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¢ penvediaan ruang pelovanan dengan laas ideal minimal 20 m2
(5 m x 4 m) dan fterjaga kEeamanannya, ber-ae dengan suhu
ruangan 20-25 "L kapasitas daya  listrik  minimal  5.500
(fignribu lmaratus) walt dengan peruntukan Khusus untuk
pelavanan  Adminisirast  Kependuduekan  dan lGdak  erbag
dengan pelayanan lairnya;

d. penyediaan layanan nomor telepon pengaduan feall center);
g. penyediaan papan pengumuman di tempat layanan/ situs web;

. peovediaan Kendaraan bermotor dan petugas untuk keperluan
antar jemput layanan Administrasi Rependudukan;

g. penyediaan jaringan komanikasi data vang terintegrasi dengan
data center SIAK Kementerian  Dalam Negeri  Republik
Indonesia,

Khusus pelavanan pada tingkal Dinas dilaksanakan pada Unit
Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.

Repala Unit Pengelola Dokumen Administrasi  Hependudukan
dapat melakukan  penandatanganan  Dokumen  Rependudukan
selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

Walikota/Dupal wajib memfasilitasi peningkatan Kualitas layanan

Administrasi Kependudukan untuk pelavanan di Kecamatan can
Kelarahan.

HARE W]

PENETAPAN PEJADAT PENANDATANGANAN
DORUMEN KEPENDUDLUKAN

Pasal 16

Gubernur menetapkan Pejabal Pencatatan Sipil sesual kewenangan
dan jabatannya yang ditetapkan dengan Kepulusan Gubernur.

KK, surat keterangan pindah dan sural keterangan pindah datang
ditandatangani oleh Kepala Scklor Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kecamatan.

Akta kelahiran, akta kematian dapat ditandatangani oleh Pejabal
Penecatalan Sipil Dinas,

Akta perkawinan dan akla perceraian ditandatangani oleh Kepala
Dinas atban Kepala Suku Dinas.

KIA ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas.

Sural  Kelerangan Tempat Tinggal dapat ditandatangani  oleh
Kepala Bidang Pendattaran Penduduk Dinas,
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Penandatanganan  Dokumen  Kependudukan — sebagaimana
dimalksud pada ayal (2) sampai dengan avar (5) dilakukan dengan
membububkan Tanda Tangan Seecara Elekironik oleh Pejabat yvang
berwenanyg,

HAR VI
PEMUTAKRHIRAN DATA PENDUDUK
Pasal 17

Petugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan wajib
melakukan pemutakhiran data dan biedata Penduduk melalud
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penling yvang
dialarm eleh setiap Pendudul.

Pemutakhiran dara Penduduk dan bicdata Penduduk pada KK
dengan menginput seluruh elemen data vang terdapat pada
formuldir Biedata Pendudule (F-1.01) yvang disiapkan dalam l[ormat
KK terharu,

Dalam  hal menjaga wvaliditas data KK maka dilakukan
pemmutakhiran melalul pencocokan dan penelilian secara berkala,

BARB VIII

PEMANFAATAN DATA PENDUDUEK

Pasal 18
Dinas berkewajiban menyajikan data kependudukan vang telah
dikonsolidas: dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan
dan  Pencatutan  Sipd Kementerian  Dalam  Negeri  Republik
Indanesia.
Dinas melakukan pengintegrasian data kependudukan dan/alau
sistem informasi vang dibutuhkan untuk koneksitas dan integrasi
data denpan perangkat dacrah/lembapa pelavanan publik yvang
memohon dan melalukan perjanjian kerja sama pemaniaaian data
dengan Dinas,

BaB IX

PENGAWASAN
Pasal 149

Peninglkatan  kualitas  layvanan  Administrasi  Kependudukan
dilakulkan pengawasan secara berjenjang dan berkala.

Penpawasan  kualitas  layanzn  Administrasi  Kependudukan
sebapaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi tanggung jawab
Bidang Pengawasan dan Kerjasama Dinas.
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BAE X
KETENTUAN PENUTUP
Pasa)l 20
Preraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangegal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan rengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Frovinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid
ANIES BASWEDAN
Diundanglean di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttcl
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72044

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAE-E:'&.HI‘H-IU US IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 19650824 1994032003



